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1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membawa manfaat
yang sangat luar biasa bagi perkembangan komunikasi. Komunikasi antara individu satu
dengan individu lain yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung dan bertatap
muka atau face to face, kini bisa dilakukan dari jarak jauh dan tanpa bertatatapan muka
dengan memanfaatkan kecanggihan teknolo gi.

Saat ini perkembangan Cyber Notary memang dirasakan masih sebagai wacana dan
belum menjadi suatu kebutuhan, walaupun teknologi memungkinkan peran notaris secara
online, namun secara hukum hal tersebut seakan belum dapat dilakukan. Untuk itu
menerapkan Cyber Notary di Indonesia tidaklah mudah.

3. TUJUAN
1. Memberikan pengetahuan hukum tentang pendidikan Cyber Notary di Indonesia.
2. Meningkatkan eksistensi perguruan tinggi di Indonesia dalam mempersiapkan

ketrampilan dan pengetahuan calon notaris,

3. PELAKSANAAN
o Lokasi : AULA Gd III Fakultas Hukum UNS
Jadwal Pelaksanaan : Sabtu 23 Mei 2015
o Peserta : Mahasiswa 300 orang
4.INDIKATOR KERJA
Indikator Kondisi Akhir | Akhir tahun 2014 Akhir tahun 2015
2015 Target Capaian Target Capaian
Rerata lama studi 3,5 thn 3 thn 2,5 thn
S.PENUTUP

Kegiatan Seminar ini menambah wawasan dan professional mahasiswa
ditengah perkembangan zaman yang serba online dan dengan lahimay UUITE diharapkan
transaksi elektronik termasuk dibidang hukum mempunyai kekuatan hukum yang pasti
dan alat bukti bisa menerapkan Cyber Notary di Indonesia tidaklah mudah.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

J1. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664989

SURAT TUGAS
Nomor : f064/UN27.03/PP/2015

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional « Cyber Notary Dalam Perspektif UUJN Dan
Hukum Pembuktian “ pada Pogram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS yang diselenggarakan
pada hari Sabtu 23 Mei 2015 di maka Dekan Fakultas Hukum menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai
tim pelaksana kegiatan tersebut dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Prof. Hartiwiningsih, SH.,MHum (Dekan)

Pengarah : Dr. Hari Purwadi , SH.,MH (Pembantu Dekan I)
Dr. T Gusti Ayu KRH, SH.,MM (Pembantu Dekan II)
Ketua : Burhanudin Harahap, SH.,MH,MSI, Ph.D
Sekretaris : Moch. Najib Imanullah, SH.,MH, Ph.D
Anggota :-  Bambang Santoso, SH.,MH

Sulasmi, SPd

Yurisma Taufiq,SE
Wardyanto, SH.,,MH
Noor Saptanti, SH.,MH

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membuat laporan setelah tugas selesai.
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Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional Cyber Notary Dalam Perspektif UUIN Dan
Hukum Pembuktian “ pada Pogram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS yang diselenggarakan
pada hari Sabtu 23 Mei 2015 di maka Dekan Fakultas Hukum menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai

tim pelaksana kegiatan tersebut dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Prof. Hartiwiningsih, SH.,MHum (Dekan)
Pengarah : Dr. Hari Purwadi , SH..MH (Pembantu Dekan 9]
Dr. 1 Gusti Ayu KRH. SH..MM (Pembantu Dekan [1)
Ketua : Burhanudin Harahap. SH.MH MSI, Ph.D
Sckretaris : Mach. Najib [manullah. SH..MH. Ph.D
Anggota ©- Bambang Santoso. SH..MH

- Sulasmi, SPd
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- Wardyanto, SH..MH

- Noor Saptanti. SH..MH

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membuat laporan setelah tugas selesai.
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Bidang-bidang Jasa Kenotarisan

Dalam Perspektif Cybernotary
I. PENGANTAR

“Cybernotary” adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi
dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan
otentikasi dan legalisasi dokumen.

Duma hukum sebenamya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas
dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud,
misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan
hukum yang dilaksanakan melalui system elektronik.

Hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dikenal dengan istilsh hukum siber (cyber law). Dalam
kenyataannya, kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak
lagi dibatasi oleh teritori suatu.'Negara, yang mudah diakses kapanpun dan
darimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada
orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana
kartu kredit melalui pembelanjaan di intemet. Disamping itu, pembuktian
merupakan factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan
saja beturh terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara
komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap,
dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.



Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks
dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena
transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik
(elecironic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
internasional. Kenyataan ini menunjukkan konvergensi di bidang teknologi
informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat
dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang
teknologi informasi, media dan komunikasi.

CYBERNOTARY (Notaris Siber)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris
menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata :
“Suatu akta otentik falah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawal umum
yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”,



Perbedaan peranan ini adalah akibat perbedaan kewenangan notaris dalam
system hukum : common law dan civil law.

CyberNotary adalah istilah yang diciptakan oleh American Bar Association
untuk menggambarkan Notaris yang berwenang memverifikasi “public key
infrastructure / digital Slgnatures” dan mempraktekkan Hukum Notaris
Internasional.

Transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik
(electronic commerce), dimana struktur dasamya pada tanda tangan digital
(digital signatures) dan infrastruktur kunci public (public key infrastructure)
lainnya, berpotensi mengenyampingkan peran Notaris, dimana praktek Notaris
masih berdasarkan pada transaksi diatas kertas dan wajib menggunakan tanda
tangan dan stempel tradisional serta pengaman. Pesatnya pertumbuhan
electronic commerce menimbulkan permasalahan kepada masa depan profesi
Notaris secara global.

CyberNotary harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknologi computer
yang cukup memadal, mempunyai integritas yang tinggi untuk melakukan
transaksi online antar kota dan internasional.

Agar e-commerce dapat berjalan baik, diperlukan standard internasional
untuk cybernotary, selain itu, diperlukan suatu badan internasional khusus
yang akan menilai notaris dengan latar belakang pengalaman dan pengetahian
apakah sudah sesuai dengan standard internasional mengenai cybernotary.

Bidang Jasa Kenotarisan dalam Perspektif CyberNotary

Tidak ada perangkat peraturan perundang-undangan di dalam system
hukum kita yang telah mengadopsi ketentuan dan aturan mengenai
cybernotary. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak memungkinkan
Notaris untuk melakukan transaksi secara elektronik. Saat ini, hanya untuk
penyelenggaraan RUPS Saja yang telah diatur oleh undang-undang (Undang-



- Memvalidasi kapasitas penandatangan
- Memvalidasi otoritas penandatangan
termasuk juga validasi dari sertifikat digital.

II1, KESIMPULAN

1. Sampai dengan saat ini belum ada perangkat peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang mengatur mengenai transaksi elekironik yang
melibatkan peran Notaris (Cybernotary), namun secara teknis Indonesia
siap melaksanakan cybernotary mengingat system dan perangkat teknolegi
informasi penunjang cybernotary saat ini yang sudah dipersiapkan sejak
tahun 1990-an.

2. Namun ada kesempatan untuk membuat ketentuan dan aturan mengenai
Cybernotary, dengan adanya rencana Perubahan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang yang terkait,
sehingga Cybernotary dapat diterapkan di Indonesia.

3. Aturan dan ketentuan yang akan diusulkan untuk diajukan dalam Perubahan
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah tidak hanya peran Notaris
dalam system hukum privat, menjamin keotentisitas akta yang dibuatnya
dan dibuat di hadapannya mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosée; “salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, namun
juga dapat memvalidasi Isi hukumnya, memvalidasi tanda tangan digital,
memvalidasi identitas  penandatangan, memvalidasi kapasitas
penandatangan, memvalidasi otoritas penandatangan, termasuk juga
velidasi dari sertifikat digital.



Cybernotary/E-notary

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LL.M.
Research's Team of Technology Law Research Institute
Faculty of Law, Unlversity of Indonesia (LKHT-FHUL).

the XX|V International Congress of Latin Notaries
held in Mexico City 2004

Tha rapresentatives of el member countrigs of the International Union of Latin Noteriss, who met on
the 18th, 19th and 20ih October 2004 as pert of tha XXIV {ntemational Congress of Latin Nofaries
held in Mexico Cily, wish fo inform you that, in accordance with arficle 23.8 of the Statufes of the
international Union of Lalin Notaries, & commities was eppointed fo drew up this report which
conlains tha results of the debate on seventeen wrillen reports which were orélly presented.

Conclusions: -
1. Wheraas digitel signtures ere a fechnical tool which can serve the notarial function, we request thet

member nolarials be 8quippsd with the necessary means for encouraging the infroduction of the
new lechnologies, (he fraining of notsries and the use of digital signafures. The UINL should
devslop and settie the guidslines of & certification policy in relation (o & notariel digital signefure in
member countries, setting out the principles and common points thersof.

2 Whereas an electronic nolarial deed is to meant o be rapidly and affactively disiributed we request
ihat the International Union of Latin Notaries promate, in relation fo the rulss and principles which it
will devel idelines for certificali ies for digi ification . r ;

3 Whereas for the free internationa! circulation of electron there must be & general
method for verifying the signature and the capacily of the presiding notary, we request thet the
certification of the nofary’s digilal signature remain under the conirol of the member nolariats, whilst
observing the principals and methods which are daveloped for such verification on & globel leve!

Pendahuluan

Hague Agreement 1961 (The Convention
Abolishing the Requirsment of Legalization for
Foreign Public Documents) => E-Apostille

Int' Latin Notaries conference 2004 in Mexico City
=> e-authentic deeds

UN Convention on the Use of Electronic Communication in
Internationel Contract (2005) => Global transaciion B2B

US Model Notary Act, 2010 => Notaries publlc play a vital
role in assuring the Integrity of documents essential to commercial
and legal transactions. Recognizing the societal Importance of this

function, the paramount objective of the Model Notary Act of 2002
was to enable notaries fo prot ublic from

NE:
» Constilutional Review of Ar.88 UU 22/2004 concemin ici
S g o e ¢ g Municipal Election => “punchi i
conditionally urconstitutional”. if the soc ot punching baliot" is
after -KTP (e-10) ciely and lechnicel infrastricture were ready for e-vofing =>
»Art 16 section (1) peint (i ) elucidation of Notaris Law: Thet th
; : ° . e notar o )
signed the deed in the presence of the persons and the wilnesses. Y must be physically presant and

4. Whereas the member notariats notary should guarentss the applicati
; ; e ‘ polication of new tec
notarial a_.s_.ap m.ﬁ it is fundamental that the basic principles of the Lafin ;__2%_“__ﬂ M%kho e
unaltered in maaa.:_o commerce, taking into account the role of the notary in the same, an
prevention of conflicts in lagal relations, the notary thereb + 8nd the

ensure the retention of the inherent requirements of & noferi
things, the physical presence of the parties before the :wﬂmﬁ_wsM Mm hwhna Mﬁw_ Hﬂww_%ﬂ other
m“%waﬂmwam dating and the archiving of the noteriel deed by the notery, both in the MMMO /
electroric documents as well s pape Ing i . ;
it best ifecests of ok Paper ones, thereby ensuring its probatory and executory force,
5. Wherses the new tachnologies &re en important toal for co ication b it
public authorities, this belng & vital fool for the ao%.s_.mmﬁﬂﬂm%%wﬂwwﬁm%mﬁwﬁ o
the notery as & public official in relation to public registriss &nd the Administration in :m b
underined by adopfing the legal end technological regulstions necessary to make 3% i
and available, in particular by gu ina dir ok e, sscure
fulfilmen lic offica.
6. Whereas the Latin notary contribut
3 Cil ylation of notaria

7. Whereas there ere varying degrees of development of the i
i ; naw fechn
member noleriats we request thaf the principal of soliderity an koa.Qmm i mac_.WSm
paramount, which is inherent to the principles of the Intemational Union of Latin Nofarigs

|
h




« Notary can have a supporting function in ICT as T3P
~ Depositing or faclitating the source code escrow (e.g Dutch)
- ReglstrationAuthorities of legaization or verification of the conventional ID before
they having the e-certificate from CSP :
+  Délivering the Notarization services by e-system to the public.
- E-authentic deeds

UU 2/2014 revisi 30/2004N Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/stau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta
autentik, menjamin kepastian tanggel pembuzatan Akta, -
zketanytmpan Aktait:‘namaedkan grogse, salinan dan kutipan

undang-undang lainnva, , semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

4 g 9' ¥a . . dtugaskan atau dikecualikan kepada pejabaﬂainatauoggng

1 (7). Akta Notaris yang selanjutnya disebut ~ lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta adalah akta autentik yang dibust oleh  (2) Selaln kewenangan sebagaimana dimaksud pada gyat

alau di hadapan Notaris menurut bentuk (1), Notaris berwenang pua:
dan tata cara yang ditetapkan dalam a. mengesahkan tande tangan dan menstapken kapastian tanggal

1 (1): Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akia autentik
dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang ini atau berdasarkan

A surat dl bawah tengen dengan dalam :
Undang-Undang ini. b. kn:mbuhnm suret &f bawah mxﬂn‘::nqi:oan m"é’?&""é‘:xf;. buku
1(13). Protokol Notars adalah kumpulan . membustkopi

. kopi darl-asll gurat di
dokumen yang merupakan arslp negara memuat uralen sebageimana dm;?igmmgﬂ
yang harus disimpan dan dipellhara oleh yang bersangkulan;

Notaris sesuai dengan kelentuan peraturan O ™elakiken pengession kecocoken fbkopl dangan surt stinye;
perundang-undangan. 3 mbe&an penyuluhan hukum sshubungan dengan pembuatan

f. membuat Akla yang beskeitan dengan pettanehan; slau g.

UU 1172008 + PP 8212012 membuat Akla risalzh siang.

Ps. 69 => notaris dapal menunjang LSK (3) Sefain kewenangan sebagaimana dimaisud pada ayat (1) dan
M ayat (2), Nctaris mempunyal kewenangan lein

Ps 59 (6) => peraturan perundangundangan, o Ye0g deturdalem

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan

: Pasal 38
» BAB VIl PENYELENGGARAAN ADMINISTRAS! PEMERINTAHAN Ayat (1) Prosedur penggunaan
Baglan Keempat Keputusan Rerbentuk Elektronis Keputusan Berbentuk Elektronls
« (Pasal3g) - berpedoman pada ketentuan
{1) Pejabat danfatau Badan Pemerintehan dapat membuat Keputusen peratusan perundangundangan yang
Berbentuk Elektronis. mengatur tentang Informasi dan
(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajb dibuat atau disampalkan apablla franseksi efektrontk.

Kepulusan tidak dibuat atau tidak disampatkan Secara tertulls.

. Ayat (2) Untuk proses psngamanan

(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan pengiriman Keputusan, dekumen asll
Keputusan yang tertulls dan beriaku sejak diterimanya Keputusan. akan dikidmkan apabiia dibutuhkan
tersebut oleh plhak yang bersangkutan. penegasen mengenal penanggung

(4) Jika Kepttusan dalam bentuk tertuls tidak disampatkan, maka yang Jawab dari Pejabat Pemerintahan
beriaku adalah Keputusan dafam bentuk elekironis, . yang menyimpan dokumen asil, Jika

(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis  térdapat pemasalahan teknis dalam
dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang beriaku adelah Keputusan ~ pengiriman dan penerimaan dokumen
dalam bentuk tertuis. ’ secara elokironis batk dari plhak

(6) Keputusan yang mengakibatian pembebanan keuangan negara wejib Badan dan/atau Pejabat
dibuat dalam bentuk tertulis, Pemerintahan atsu Warga

Masyarakat, maka kedua be!ih pihak

Catatan: Bagaimana keautentikan dokumen dari keputusan administrast

sallng memberiiahukan secepatnya.

Pelayanan Publik UU 3072014
(UU 25/2009) Administrasi Pemerintahan
Pasal 1
Pasal 24 1. Administras! Pemerinizhan adeleh taa laksena datam pengamban
Dokumen, akta, dan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
sejenisnya yang berupa 2, Fungsi Pemariniahan adalah fungsl dalam melaksanakan Administrasi
produk etektronik alay Pem;;ig:yh:: nyaanagnn;:h;lp;m mf?:gsl pengaturan, pelayanan, pembangunan,
o pem J o
nonelektronik dalam 11, Keputusan Berbentuk Elektronis adalzh Keputusan yang dibuat gtau
penyelenggaraan disampalkan dengan menggunakan etau memanfaatkan mediaelektronk. |-
pelayanan publik 12. Legelisasi adalah pemyataan Badan atau Pejabat Pemeriniahan tentang
dinyatakan sah sesuai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan
yang dinyatakan sesuai dengan aslinya;
dengan peraturan 13. Sengkela Kewenangan adalgh klaim penggunaan Wewenang yang
perundang-undangan.. dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemsrintahan at2u lebih yang disebabkan
oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang
) berwenang menanganisuatu urusan pemeriniahan.
Pen;elasan: 14, Konfiik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki
Cukup Jelas kepentingan pribadi unfuk menguntungkan diri sendtr dan/atau orang lain
dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netrafitas
dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya.
15, Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdala yang
terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (3) Cukup jeles.
Ayat (4) Cukupjelas.
Ayat (5) Cukupjelas.
Ayat (6) Cukupjelas.

Negara secara elektronik



DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL

“CYBER NOTARY DALAM PERSP

EKTIF UUJN DAN HUKUM

PEMBUKTIAN” MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

| SATRIYA DEWANTO

| WENDY PURNOMO

| GALANG GESIT

| JEFRY SARAGIH

| SENDY cLAUDIA
TRI AYU PRATIWI

| GRAHANT WAHYU WIDHYAS\T&

NAMA PESERTA

TANDA TANGAN

 FAJAR BUDIANTO

HARRI SAPTO PRAYOGO

DIAN SARI TRI ASHARI

JATMIKO

NIAR JUNIANTI

MUSTIKA MANDASARI

MAHARANI PUTRI

SUSILO PRANOTO

ULFA MARIA NOVA

NOOR SAPTANTI, SHMH ~
WAHYU NUGROHO,SH MH
MUH. ALIFAUZI, SH

DIAN PRATIWI

| KRISTIN WIDOWATI

| SULASMI, SPd

| WARDIYANTO, SH, MH

YURISMA TAUFIQ, SE "
ARJID NABLA

jin/Harahap, SH, MH, MSI, Ph.D

NIP 19600 161985031004



_ DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NAMA PESERTA ANDA TANGAN
251 | ARGA ARDINATO 251 ﬂ%

252 | ARYA KUSUMA DEWA , 252 S
253 | ARYO HARYANTO 253 MM/\ N
254 | ARISTA KURNIA ‘ 254

255 | ANGGIT BAGASWORO zss@l"*

256 | AGNESIA MONICA 256 |[\letwd
257 | AGUNG PAMBUDI 257 /
258 | ANGGUN ANGGITA

259

ASTUT! PUTRI HANDAYAN:

260

ARISANDI

261

BAGUS ADI NUGROHO

262

BUDI GUNAWAN

263

BENI BAGASKARA

264 | CITRA WULANDARI

265 | CAHYANI ARUM 265 om
266 | CANTIKA ELISA PUSPITA 266 (A
267 | CHABIB MUKTI 267 (1~ .
268 | DAMAR ARYA TIRTA LINGGA 268 Q
269 | DIKA PRAMESWARI 269 |

270 | EMILIA ELMA _ ﬂgm
271 | EVANGELINE ECHA 271 ,

272 | ELSA TRY GURETNA 2 ()
273 | ERY GLADISMA = G B
274 | ENJANG MAHARANI s & M
275 | EVITA KUSUMAWARDANI




, DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
«CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NATA PESERTA TANDA TANGAN
226 | AGUSTIN FITRIA NELAWATI, SH., MKn 26 4 )
227 | BAGUS ADYASTAMA P.H. Va7 /
225 | ENDANG SAPTITI TRISNO YULIAT, SH., MKn  |228 Wl
229 | ERA YUSTIKA ADILLAH, SH., M.Kn 29 ) 4% -
230 | IRENE VERA PURBA, SH 230 | W -
231 | PRITHA ANGGRAINI, SH.M.Kn U am A
232 | SRI SURYANTINI, SH 222
233 | SUPARNO, SH.,M.Kn - /Mzaa (p—""
234 | dr. SURYO WAHYU RAHARJO 28 =z i
235 | NUR AMIN SOLIKHAH, SH., MKn | Y
236 | AANG KUNAEFT, SH 236 A7
237 | PRATAMA YUDHA SAKTI, SH T e
238 | INDIRA PUTRI IRFANI 28 [ -
239 | YB IRPAN R
240 | IDHA PUDJI HASTUTI, SH e O 0
241 | TRRISCHA VIDIA KUSUMA . m A”’%
242 | GLADYS OCTAVIAADYA w2 (U
243 | WHENAHYU TEGUH PUSPA T s P
244 | ALI ARIFIN w (> 4
245 | BUDIMAN R. s 'Y
246 | ANITA H. 246 1\"
247 | JOHAN ANWAR o
248 | RAHMAT H, 28 A ,
249 | LARASATI WAHYU e
250 | BONDA 250 £ YW

\




_ DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NAMA PESERTA TRANDA TANGAN

201 | AQUITA BINTANG MURTIKASARI 0 PR

202 | DEA NISA AKUM HERLANDIPURA . w2

203 | DENIK SHALIHAH 203 [fWN B
208 | DESTRI WAHYU UTAMI /) (Ja0s =

205 | DZAKIA ESTI PURWITASARI 208 |

206 | FIQIH DEA YULIANDA ) 206 A/
207 | KIMDAENI 201 YT L
208 | MYRA KARTINI BUJUNG S s M
209 | NURUL HASNADA 200/ UM s
210 | SARAH MEILITA INDRANI 210 %
211 | YUZTINIZAR KUSUMANINGTYAS 211

212 | ANNISA AMELIA 212/
213 | TENRISANA 213 £BF

214 | RADITYA UTAMA 214 £

215 | WIDA RIA SANJAYA 25— 2=,
216 | FET CHAN LUWESI 16 X
217 | ENDAH SAPTINI 217 — |
218 | WAKHID NUGROHO ASRI n 28 | 1}”“”
219 | PRATAMA YUDHA SAKT!

220

ROBERTUS BIMA WAHYU MAHARDIKA

221

AGUSTA PINTA KURNIA RIZKY, SH, M.Kn

222

SUSILOWATI

VA
( = U5
223 | WISNU ADI NUGRAHA 23 (/ /)
224 | ANANG WICAKSONO . /CM/“
225 | PRABOWO CAHYANDARU s A




. DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
«CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO

NAMA PESERTA

TANDA TANGAN

176

STELLA KIRANA N.P.

177

STEVIE PUTRA SAMUDRA, SH

178

SUGENG RIYANTA, SH.,MH

179

TESALONIKA MARTA A.,SH

180

TIKA NURMALASARI, SH

181

TITRISIA PARAMITA, SH

182

TRIANAN WARDANI

183

TRIYANTI

184

TRIYANTO SETYOP., SH

184 /]'/\

185

UMI NOOR JANNAH

186

UMU AFIFAH

186 /bu/"‘ | V' R

187

WAHYU HASRIO NASUTION, SH

188

WAHYU TRI UTAMI, SH

188

189

WAHYUNI, SH

190

WIDI NUGRAHANINGSIH, SH

190 /'/\}L \/D

191 | WIDIARTO AGUNG SANTOSO, SH 191 W
192 | WURYANTI, SH . 192 [/,
193 | YAN LIA WIDIASTUTI, SH 193 n
n

194 | YANUAR ARIFIN, SH v

\ ) 194
195 | YOHANA DEA (/A‘( 2

195 AW

196 | YOLANDA SHANTY DEWI, SH 106 Jif| \
197 | YULIA FITRI RACHMASARI, SH Y 497
198 | YULIANA, SH U

. 108 Y ylnfh—x
199 | ZULFACHRI, SH U 199

200

ARIF SYANHI




‘ DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
«CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NAMA PESERTA TANDA TANGAN
151 | RENNY LISTIANIFA, SH 151 WN"\/ A
152 | RESTIKA PRAHANELA VA 152 l ,//,,.v

Y

153

RETNO BUNGAW., SH

| 154

RETNO ISMINDARI, SH

155

RETNO PUSPO DEWI, SH

156

RETNO PUTRI WIJAYANTI

157

RIA RUSTIANI

158

RIFZKI DHIAN PRAMUVTI, SH

159

RIKO WAHYU BIMA A, SH

160

RINDI PRIMA, SH

161

RITA WIDYAWATI, SH

i62

RIZKI SRI INDRAYUDA, SH

163 | RIZKY SEPTIAN HERI, SH 163 A~ ‘
164 | RIZKY WULANDARI, SH . ‘
' 164
/l/lr’{/’:“‘ |
165 | RIZQI PERMATA NUZULA, SH 165 A

166

ROSYANA AMILIA SIREGAR, SH

167

SARI

168

SARI RABIYANTI, SH

169 | SATYA HAPRABU 169 /T\\J

170 | SHALAHUDDIN AL AYOUGI, SH U 0 } W
171 | SINCE IRIANI THEDY, SH 171 Y

172 | SITI DESTYA NURAHMA, SH Y i%
173 | SLAMET RIYANTO 173 X Do

174 | SRI HANDAYANI s : —
175 | SRI UTAMI, SH s |




‘ DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“«CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NAMA PESERTA TANDA TANGAN

126 | NOVITA PURWANTI 16 \GVS =

127 | NUNIK ! 1 ¢

128 | NUR ADI KUMALADEWI, SH 128 [ -

129 | NURAINY OCTARIA, SH e (X

130 | OKY DITYA ARGO PUTRA 130 H’l/ [

131 | PENNY YULI ASTUTI Y m

132 | PETRUS BENY PRABOWO 132 - )

133 | PIAND w7 M

134 | PRANCISCA ROMANA DWI HASTUTI, SH 130 /[ Mi, ’

135 | PRISILIA PURWADHANI, SH L s

136 | PUSPITA AYU MANDASARI 136C 7] N

137 | PUTRI DWI PRASETYO UTAMI, SH 1w M=

138 | PUTRI PARAMITA e \

139 | PUTU ERNAWATI PUTRI, SH v 139 (Xf"

140 | QOMARUZZAMAN, SH | wo [Hthi— |\

141 | RACHMADEWI DESTRIA RIZKY, SH Clom |

142 | RADO SAHTANTRA, SH 142 ;ﬁ %

143 | RAHAJENG SEKAR W. ' 143

144 | RAHMA RAHADIANING AZMI, SH 144 /K;JL (

145 | RAHMANI EKA PUTRI 7 ~
145Dy

146 | RAHMAT RIZQON NOVIANDRI, SH 146 % \ '

147 | RAHMATIKA, SH -

- a7\ [\

149

RATNA DYAH PURWANINGSIH, SH

150

RENDY PERMATA DENTA, SH

RENGGANI KUSUMASTUTI




4 DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO |

NAMA PESERTA

TANDA TANGAN

101

LISA NURITA PUTRI, SH

102

LUCKY, SH

103

LUKY PANGASTUTI, SH

104

LUPITA MAXELLIA, SH

105

M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN, SH

106

MANGILIWATI WINARD!, SH

107

MARIA ANGGITA DIAN PRAMESTIE, SH

108

MARIA PUSPA ROSARI, SH

109 | MARLENA 109 4

110 | MAS MOCHAMMAD SYAUQ! ALAIK, SH \J 110

111 | MEISKA VERANITA, SH 111 W——'—/t/ﬁ/
112 | MELLISA MAYANG, SH V' m A
113 | MEYLDA MASJITA, SH 113 ﬂVV

114 | MILA | A W
115 | MITA ARDIANTI, SH 115 /\Ww

116 | MOHAMAT RIZA K.,SH T 11 M~

117

MUH. FIRMAN A.B.

118

MUHAMAD JODI S., SH

119

MUHAMMAD ARDIE SURYO KESUMO, SH

120

MUHAMMAD AS. ARI. AM

\

121

NADIAH CYNTHIA RACHMA

122

NI WAYAN ADIANI, SH

123

NONIS AGENG MAHARANI, SH

124

NOOR ARINI HAQ, SH

125

NOOR SAPTANTI, SH., MH




| DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NAMA PESERTA TANDA TANGAN

76 | GALIH CAKRA WIGUSTA, SH 7% D\l

77 | GEMARANI HARSARY, SH ' 77 Qe

78 | H.I MADE ERWAN ADYANA PUTRA, SH s W

79 | HAFIDHAH NOVI P., SH ~

80 | HANANTO ADI, SH 0 /1 ‘

81 | HARI NOOR YASIM g
82 | HARIS NOVY ADMADIANTO, SH 0 !

83 | HENDRI BUDIYANTO, SH | g3 T\
84 | HERI FIKRY SAPTOTO, SH 84 -

85

HERU SUPARNO

86

HEST!I KUSUMA WARDHANI, SH

87 | HOLY OKTAVIANI PUTRI, SH - Nk

88 | | GUSTI NGR HADI PURNAMA PUTERA, SH |88 (oo R

89 || MADE DWIPAYANA ADI PUTRA, SH 89 ()

90 | IDA AYU MADE SUTRAYENI, SH 0/ L—

91 |IKSAN 01 /\/} ,—
92 | INCHE D.P. SAYUNA 2 i Fef

93 |INTANIA ZF. | 3 A

94 | IRFANUDIN, SH

95

KHALID, S.Ag.,SH.,M.Hum

96 | KUNCORO SIDI, SH o6 [ . [
97 | KUSUMO NINDITO v o7 [
98 | LALA o8 § _ h
99 | LAURINA SANDRA, SH i oo / \B~
100 | LILIN ROYANI, SH 100 \




. DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO

NAMA PESERTA

TANDA TANGAN

51

DEVIANI PUJIASTUTI PANGULU, SH

52

DEWA ADHI KUSUMA

%52 (ZV’

53

DIAN CAHAYANI, SH

53

.
- o

54

DIAN PRATIWI

55

DOROTEA LEMANUK, SH

55

SMp—
M

56

DWI HASTUTI, SH

57

DWI WAHYU JULIYANTO

57

54
L Bug
56
W=

58

EFFENDI UTOMO

59 | EFI HANTARA s9 LA gl
60 | EKA ANDRI PRASETYO, SH o U,/
61 | EKO SETYO PAMBUDI 61 [ |

62 | ELIS RAKHMAWATI ) o2 W&
63 | ELMAVIRNA CALVIRA, SH 63 2f p o

64 | ENDAH RETNO SARASWATI

65

ERDHYAN PARAMITA, SH

65

66

EVIE HANAVIA, SH

67

FAHMA, SH

68

FAISAL SETIYADI, SH

69

FARIDA KUSUMASTUTIK, SH

70

FARIED MUHAMMAD YAMIN

e

71

FATMAWATI, SH

72 | FEBRIANTO HENDRA W, SH V4, (\/ Ve
73 | FICO ALDEFRA, SH 73
74 | GAGAS IDHI PRASTITI, SH ~ 74 N

75

GALAH




' . DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
«CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO NAWMA PESERTA ~—TANDA TANGAN

26 | ARFIANTI, SH 26 (Npw—

27 | ARI NANKANTI PURBATI, SH 27 AV
28 | ARIF BUDI PRASTAWA, SH 28 A4~

29 | ARIFIN BACHTER, SH o 20 K

30 | ARRIS WIBAWA, SH 30 of—

31 | ARSETO, SH 31 A»u/-* '
32 | ASRI ARINDA, SH 32 ﬁ@ A=
33 | ASTRI ALMIRA RAHMA, SH T s DSt
34 | ASTRID PARAMITA, SH 3 9%4;_

35 | ATIK PRIHARTATIK, SH § s Ppk
36 | ATIKA 36 - _J

37 | ATINA WULANDARI . 37 %
38 | AYU MUSTIKA WATI, SH 2 /v

30 | AYU RATNAWATI A~ o e
40 | Ir. BAMBANG S. WIDJANARKO, M.Sp w [FA— ]/ ()

a1 | BETTA TRIYANTO, SH ’ s /N
42 | BONIFACIUS HUGO UDANANTO, SH 2 (v R

43 | BUDI PURNOMO, SH ” s oAt
a4 | CHERRYS JELA JELA, SH a () j

a5 | CHRISTINAWATIBRT, SH s Ot

46

DEDY ZAENAL, SH

47

DENNY SULISTYONINGSIH, SH

47

48

DENY MURIA HINDRATO, SH

49

DESTAMIA MUTIARA ARRUUM, SH

50

DEVI NURMALA SARI, SH

e
‘I\
\
49 %f("
{




DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
“CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN”
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SU‘?AKARTA, 6 JUNI 2015

NAMA PESERTR

NO TANDA TANGAN
1 | A'AN TIANLAJANU, SH . )
2 | ADHYA HANAFI, SH M
3 | ADI NUGRAHA MULIA, SH 3 qéw
a | ADITYA ANGGI PAMUNGKAS, SH e
5 | ADITYO BAYU, SH 5 )&@k
6 | ADYA PARAMITA PRABANDARI, SH, M.Li, MH i A
7 | AFRA TARADIPA SUMARSONO, SH 7 4 '
8 | AGAM MORISCO e O
9 | AGENG MARTA, SH s 24 ' .

=
o

AGUNG WIDODO, SH, S.Sos

11 | AGUSTINUS DANAN, SH 11 N
12 | ALFITRI SETYANINGRUM, SH N 0 (e
13 | ALVIN YAHYA 13(_Ph— B
14 | ANANDA FITKI AYU S, SH ' 14 s
15 | ANDHIKA DESY FLUITA 15 YA -

[y
N

ANDINA DAMAYANTI S, SH

=
~

ANDRE BAGUS Y., SH

=
00

ANDRIYANTO DWIi SETYAWAN, SH

[y
(1]

ANGGITA SUKMA DEBTY, SH

19

N
(=]

ANGGRAINI PUSPITA S., SH

N
oy

ANISETIAWAN ARIN W., SH

N
N

ANITA ZULFIANI, SH.,M.Hum

N
w

ANJAR SRI CIPTORUKMI N., SH.,M.Hum

N
»

ANNISYA OKTARI, SH

N
"

APRILLIA HANASTUTI




Bab IV bagien ke VI- Legalisasi Dokumen;

Pasal 73 | Legalisasi

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintzhan yang menetapkan Pasal 73 ’ ni
Kaputus untuk melegalisasi salinan/folckopi A
dohmen Kepctoansarg oo P el Yrgdinshd dongan Pl

(2) Legaliasi salinanfolokopldokumen sebageimana dinaksud pada o oo X addah otk fga

ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan

Ayat (2) Yang de dengan ‘dokumen”
adalah setiap informasl yang

g o) \
& Vi “eaen
Ui

ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan tordokumentasi dalem bentuk terufs algu < e deny
oleh notais. benfuk elekironk yang dikuasal okeh Baden -
(3) Legalisas! Keputusan tidak dapat diakukan fika terdapat keraguan dan/alau Pejabat Pemerinishan yang s
s keastan inge. “ma"&" semorsishen darels oot '
{4) TendaLegalisas! atau pengesahan harus memuat: gzmmm'”
a. pemyataan kesesuaian antara dokumen asi dan Kewenangan notaris untuk mengesahkan APOSTILLE
sa!ha;l'oiokon!nysr. dani ) dokumen diiaksanakan sesual dengan hi [ d K (Convereion do Ls Hye dv $ ceasbes 1961)
b. tanggal, landa tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap ketentuan peraturan perundang-undangan. H i H . i
stempel Institus! atau secara notarial, Ayat (3 Yang Ginaksud dengan Terdapat Apaka egalisasi apat menjelaskan | e o
(5) Legalisas salinanffotokopi dokumen yang diakukan oleh Badzn leuar it loma bk keotentikan suatu dokumen ..27? 2 bty Gia (omdstend
atau Pejabat Pemerintehan tidak dipungut biaya, perubahan, | ° ';gﬁ ”ln;: dan & bom e watimmpor L
terbaca, penambshan [Usbe ool
Pasal 74 lembar halaman yan bagian .
(1) Keputusan wajib menggunakan b[ahasa !ndcnes':s.ka bt tidak terpisahkan d,,,? m Apakaht ':garsas' ddapatt‘mdepaSkan :
(2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa Ayal (4) Cukup jelss. i r H H H
asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjlemahkan ke dalam ~ Ayat (5) Cukup jolas. Syarat kejelasan Identiias SUbyek
bahasandonasta. Pasal 74 Cukup els. hukum ..???

(3) Penerjemahan wajib dlakukan oleh penerjemah resmi.

Pertanyaan Ya.ng Mendasar

Traditional authenticity vs e-Authentication

o Paperbased Electronic-based
» Apakah yang dimaksud dengan keotentikan itu {functionef oquivalent epproach)
. . - v » Witing (Tertulis + Apa yang telgh dituiskan/disimpan dpt ditemukan kembal

* Bagaimana dan Siapa yang menjamin keautentikan itu...? . Signeg ger!angﬁan gen) Tt fomast menemikan Subyok Huteon |
* Sesuai Kamus, maka “legal” <=> sesuai hukum, sementara “authentic’ * Original (e, tak berubah) . A:?m"gtgm dan ditriulen ek ada persbahan

<=> original/genuine (terlamin keutuhannya).
* i ikan: , * In commercial perspective - e-teglstry +efiing

Pengertian umum ttg keautentska.n. . .  Sonad oot ey st © At learig House

— Tertulis, bertanda tangan, asli dan dibuat oleh pejabat yg berwenang (evidential purposive) -+ Reposttory Public Document
. * Public Document « Credential system
* Perspektif perdata: * Physical Appearance plus Signed by « Access toe-ID
Govemment Officer

— Bukti Tulisan => apakah hanya tinta di atas kertas saja ?
« tidak bertanda-tangan => surat
+ Bertandatangan =>

- Formal Requirement + Materlal/Substantial Requirement:
. pihak secara langsung penghadap dengan + CIANA ,
notaris {ps. 16 ayat (1) huruf 1) + Supporting evidence that formal had already done

. mm%&?dwmxﬁﬁh:kdmm;gw -Thembagm?mmmewam
= i j mengert kecuali bla para pihak tdzk mirta un Govemment officer shoutd be avolded from
— Akta Bawah tangafn => hanya para.plhak saja . b .km'“’w(p& o) i Govemmento Goer s the
— Akta Otentik => Dibuat oleh atau Dihadapan pejabat . mﬂdmmmmmﬁmparamsmm% , | - Traceable

ditantukan fain oleh U (9s.39 d2n 40)

* Apakah ada alat yang menjamin adanya keotentikan => kriptografi . ot N




Bobot Nilai Pembuktian

Highest level

poav

independent ~ ptrong
Y : ‘Bindingn
. ; . No!
confidentiality repudiation
intermediate: l/

Lemah X
Intermediate X\
Kuat v

Functional equivalent Approach:
- Writing
- Signed
- original

OECD Guidance e-

Authentication
« Authentication in Context

« Authentication can mean a variety of things
depending on the context In which the term IS used.
An Infernet search on the term *authentication’
yields a very broad range of definitions, some”
addressing authentication of persons or other entities,
others addressing things, %%gmpnls and systems.
Across these definitions, authenticationis
accomplished through processes that have various
dagrees of detail and technical specificity. These
processes are aimed at determining whether
someone or something is, in fact, who or what it
claims to be. As such, effective authentication is a key
contributor to the establishment of a trust relationship
in a digital environment. For the purposes 0 this
quidance, authentication is defined as:

« Afunction for establishing the validity and assurance of a

claimed identity of & user, device or another entity in an
information or communications system.

. This definition implies two processes and one result:
A claim related to a person, other entity or thing is
presented (claiming process).
- Thal claim is substantiated (substantiation process).

+ As a result, a degree of confidence, or lack thereof, in the
claim is generated.

UNCITRAL:
e-Authentication = E-signatures

= In some cases, {he expression
“glectronic authentication” is used to refer
to techniques that, depending on the
context in which they are used, may
involve various elements, such &s:

« identification of individuals,

« confirmation of a person's authority
(typically to act on behalf of
another person or entity) or

« prerogatives (for example,
membership in an institution or
subscription to a service) or

« assurance as to the integrity of
information.

«|n some cases, the focus is on identity
only, but sometimes it extends to
authority, or a combination of any or all of
those elements.

Legalization Authentic
le-galize (8'ge-lz)irv le-galized, le-gal-izing, | adjectve: authentic; adjective: auth.
Frqe la-g:l-i_z-ss B make legal % 1. of undisputed or‘l:gi:‘;jjqanuim.
online _autnoriza or sanction by law, “the latter is now accepted as en authentic document’
dict le'gal-i-za'tion (-ge-Il-z&'shen) n. synonyms: iy i + More
ictionar © . informefhe real McCay, i “an authent
y adjective: legal " document” a'ntony:\s ¢ Tesdbe AL
1. of, basgdon, or concemed with the lew. made or done In the traditonal or original way, of in & way that faithfuty
“the An;en;;n 'Logaf syslem appointed or required * resemblas an m& e
¥ W. ' restaurant serves 3 Italian meals* based on facts;
i e o 5 , accurats or
Synoayms: . _, ", within the law, *an authentic tion of th situation”
' legelized, Mo i, swmm:u‘w.c:i:'-— o 50 i
pemmittod, , ellowed, - Morg:: o, fediay T o formal j “an
W 23 : authentic depicticn of the situation"antaryms: ..~ .
sanctionsd, T T (in existentiallst philosophy) relating to or danoting an emotionally
informal. . “the legal sale of alcoholc , significant, purposive, and responsible mods of human
beverages‘anfonyms::-: . 0 .
of or ralating fo theological legalism. 2. Music (of a church moda) comprising the natss lying batwean the
Law  rucsgrized by commen or ststutory lew, sa dtnct principal note or final and the note an octave higher. Origin
muw (of papec) magsuring 8 K by 14
2. permitted by law.
*he claimed thal it had all been legal*
SyNonyms: j , -, within the
law, logalized, - ;
Oxford Full Definition of LEGALIZE . 1 obsolele : e
ttomake ;especially: to give legal validity 2 a: worthy of accepiance of beliefas _ to or based on fact
or sanction o <paints an authentic picture of our soclety>
— le-gel-l-za-tion noun b conforming to an od?lnel 80 a3 i0 reproduce ecsential features <an
— lg-gal-lz-er noun authentic reproduction of a colonlal famhouse>
Examples of LEGALIZE - ¢ : mada or done tha same way 85 an orginal <authenlic Mexlcan fare>
They wanted to fegafize gambling in their ciy. 3 notfalse or ozics 3o, i <an guthentic cockney accent

Tlehumﬁmmemdmom

3 5ofa church mode : ranging Upward from the =+~ — compars
s dofni bdac&dg'mi progressing from the cominant chord to the
—comoare -

Informasi Publik
(UU 14/2008)

Dokumen Publik
(Hague Agreement 1961)

Pasal 1 angka (2) UU-KIP:

Informasi Publik adalah informasi
yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan
Undang~Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

Article 1

The present Convention shall apply to public documents which
have been executed In the territory of one Conlrecting State and
which hava to be produced in the territory of another Contracting
Stale. For the purposes of the present Convention, the following
are deamed 1o be public documents:

8) documents emanating from an authority or an official
connected with the courts or tribunals of the Stats, including
thase emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a
process-server (‘hulssler de justice”);

b) administrative documents;
c) notarial acts;

d) official certificates which are placed on documents signed by
persons in their private capacity, such as officlal certificales
recording the registration of a document or the fect that it was in
existence on a certain date and officlal and notarial
authentications of signatures.

Howaver, the prasent Convention shall not apply:
a) o documents execuled by diplomatic or consular agents;

b) lo administrative documents dealing directly with commercial
or cusloms operations.




" Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <> e-Gov ... ?

Perpres 47/2015 (29 April 2015)

Pasal 13: Dalam melaksanakan tugas sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kelembagaan

dan Tata Laksana menyelenggarekan fungs:

a. perumusan kebiiaken di bidang kelembagaan
pemerintahan;

b. perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan
pemerintahan, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, dan pengembangan penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

¢. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebljakan di
bidang kelembagaan pemerintahan;

d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang ketatalaksanaan pemerintahan,penyelenggaraan
adminlstrasi pemerintahan, dan pengembangan
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

e. pemantauan, analisis, evaluasl, dan pelaporan ditidang
kelembagaan pemerintahan;

. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketatalaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, dan pengembangan
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata laksana; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Digital Certificate

Perpres 54/2015 (4 mei 2015)

Pasal 16; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Aptika
menyelenggarakan fungs:

a. perumusan kebljakan di bidang penatakelolaan e-
Govemment, e-Business, dan keamanan informasi,
peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikas
informatika serta pemberdayaan informatika;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-
Govemment, 8-Business, dan keamanan Informasl,
peningkatan teknologi dan infrastruktur aplixasi
informatika serta pemberdayaan informatika;

¢. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penatakelolaan e-Govemment;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penatakelolaan e-Govemment;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penatakelolaan e-Govemnment, e-Business, dan
keamanan informasi, peningkatan teknoiogi dan
infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan
informatika;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika; dan

g. pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Information /

No.ID : 02:41:00:00:01
C=US, O=Warner Bross
OU= Movies Division,
CN= Awak-Seger, Armold &, — ]

s @H71=8E%H# 4%
¥ A°5&@&$°/o?*$m:$??

Berlaku s/d 1 Juli 2012

Public Key

of Arnold
/ (

signature)

You can
store into
smartcard

after

or Disk

eSignature:

Digtally signed by ACES Business Test Cent 1
DN: c=US, 0=D5T ACES Business
Representative, 0U=EDENTRUST, cn=ACES
Business Test Cea,

052342 19200300.100.1.1 = AD1056A00000
1 1F 1 5576688000026F9

Date: 2009.10.28 10:00:45 0404

E-ldentity Management => e-KTP ?

Ps.6 ayat (1) & (2) Perpres 35/2010 (rev
2612009) ttg e-KTP:

KTP berbasis NIK memuat Kode Keamanan
dan Rekaman Elektronik sebagal alat
verifikasi dan validasi data jati diri penduduk

Kode keamanan adalah alat identifikas! jati diri
yang menunjukan identitas diri penduduk
secara tepat dar. akurat sebagal autentikasi
diri yang memastikan dokumen
kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Rekaman Elektronik berisi:

biodata,

tanda fangan,

pas photo, dan

sidik jari tangan penduduk yang
bersangkutan.

2 Generation:

- Digital certificate
— application => public services &
ecommerce

3‘ |

* Belf-Regulation
=>communities PKI
= *“Mesh” PKI =>
Peer-to-poer

* “bridge” CSP.

Models Regulations of PKI.

B P N . D - 0 0 I 4 P o
o G Gl ww;}fﬂ P WE B
'-‘.'.'";T_;.“-"""

o . it




o | vencoumanmoa tnoan P EMERKSAAN KEGTENTIGAN DOKUMEN |
i 5 ELEXKTRONIK DARI LUAR NEGERIOLEH NOTARIS 00330_._ —!ﬂi -cw. :—ﬂ_ “_r.= E HDEU-.-
o A v e US Model Notary Law Section 2 Dutch Notary Act
@ Sudanrermsh snrern | § 5-1 Powers of Notary . 1. The office of notary confers the power to execute authentic
& Belum Permsh e J Anotary is empowared to perform the following notarial acts: notarial ects in the c.ses in which he is entrusted with this by
MR Tty 11) acknowledgments; lawora uires this and to parform other ectivities with
i Tidak Tahu/Tudak 7 (2) oaths and affirmat ﬁw.g_ﬁum& ﬂmggﬁi
Idak Tal s Ticdas Tahw/Tidak rmation; i en .
Jawab i
i I (3) E_w_m
: (4) signature witnessings; The law rsqulres a notarial deed for a number of agresments and
S . A AN | (5) copy certfications; lege! transactions. The most important are:
KEAMANAN TRANSAKS! ELEXTRONIK PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA = i (6) verifications of fact; and 1. conveying real property In the Netherlands;
'A i (7) any other acls 5o authorized by the law of this [State]. w creating and cancelling mortgages;
s i . Incorporating public and private fimited liabllity companies (NVs
@50dahAman 2 anpen | § 17-1 Authorized Electronic Notarial Acts. and BYs) and altaring thelr arlicles of association;
‘ i o s rovarnm | The following notarial acts may be performed elsctronically: | 4. establishing foundations and assoclations {including
W oehurtdman st toman [ (1) acknowledgmant; cooperatives) and altering their conslitution;
- (2) jurat; 5. drawing up, altering and executing wills;
PR i Tidak Tahe/Tidak (3) signature witnessing; 6. drawing up and altering marriage contracts (Le. usuelly ante-
v Jawad Survey: (4) copy certifcation; and nuptia! setements) and registered domastic parinership
i : + People use e-transaction but o vh el b ol
KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKS! PENGGUNAAN JASA NOTARIS do not aware with the e- UK Legal Services Act 2007 & NOTARIES PRACTICE 8. legalising signatures; .
ELEKTRONIK signature yet RULES 2009 9. providing for gifts and donations In 8 notarlal deed.
o +don't :.m<m a m#o:m.no:._._. “notarial act” means any acl that has validity by virue only | Section 53 :
sswshrensh | dence with the security and of it preparaion. performance. authentication, altestation or | 1. Further rules conceming the data and declarations that should
S o ascumtensn | probative value of e-evidence venficalion ‘_N_\ a nolary. and includes any such act carried oul ba Included In coples and execution ¢oples of and extracts from
+ there is a bi :ovm that by electronic means notariel acts may be adopted by oﬁm_. i council.
wMungkinAda Tk TeufTdak q G 2. Rules concerning the manner in which electronic copies of and
. Jawab zo”mQ can have a w_@:EOmE electronic extracts from notarial acts are produced may be
-n.,_..,_.__:_a?n: role and function ine- adopled by or pursuant to order in council,
transaction.
German Belgle France
E S S on = Microsoft Internet Explore:
Sction 128, e Gl Cod, Wil i’ 91 13220e ok A, 1316 Fronch Civl Codo e T T e

ST

(1) tfwitien form s preszribed by statute, the “Forthe purpos of the present article, dota i1 - pyoeymentary evidance, or evidance In wrting, results

docoment must be signed by the Issuerwith s elodroaic fomm wiEaL e B SHT PR from a sequance of letters, charactars, figures or of any
signed by

name In his own hand, or by his notarially other £igns or symbois having an inteliigible meaning,

certified indials. Ve ’ ans of the

(2) Inthe cata of a contract, the signature of transmission may be.
the parfes must be made on the same At 13161
documant. if more than one counterpart of the ae avidence
oosﬂ.w_%.aw drawn Er_mumcsguomﬂ%g A document In electronic fo “__:‘. ¢
Wﬂ_._. s document . nthe sa et 8s 8 1 JOC UK
@) gﬁaﬁaﬂcﬂ replaced ﬁ electonic  Betglen NoleryAdt ~ 16 Merch 1603 provided that the person from whom  proceeds can be
form, uniass the leads 0@ - Amgndments under consideration duly [dentified and that i be established and stored in
conclusion. . : conditions calculatad to gecure its integrty. e
(&) Notaral recording replaces the writlen form. ?wﬂ.ﬁ“% a decree fo fix the A 13164 R Welcome .%_ M:n_m_wz_) Electronic
conditions of: oh Notary Seal (E T e
Section 1264, Electronic form - Craglonand consenation ol hocyber: Tt ey o bo et S R ; Administration Portal. | e
:E%EEME-E» notaryad (Integrity & Confidentialty) parties o he oblg ‘hioh fiow from that %on, When 5 . L i Logoutsuccessiul.
- K for: Itls soposed by 8 public effiosr, R confers suthentally to the Tha NNA's dadicated to furthering the g T
dad . \ame e o role of the Notary, induding educating Diarith ] 2
f e a qualifie . Dighelimeges of paper notary acts Yihers s elasyonio I consista b refable proosss of law makers, businesses and state 5 _
. Undar the Control of theNaional Chamber of o which y offidals on the Notary's ever-expanding P seadi |
Idantiving which sefaguerds s ok vith tha lnctument ks e role In fraud pravention and Homeland o . |
ot rolates. Tho raiabilly of thet prooess shall ba presumed, untl proof S Sacurity issues. Sl R
1o the contary, wher n sleckronko signatre ls orealad, e identity % el Login Now
of the signelory secured end the Intsgrily of the lnsrument oo This sita provides a simple and secure e : i
ssfeguerdsd, subjectio e condilons lalddown by decree \ intarfacs for statos to authorize Notarigs _Reavest Login Information
in Consel dEtat . o to recaive an official Elactronic Notary s i
Art 1317 civ. code: ~u. Seal,

-An authentic instument s one which has been 3558 2 - 0 5 A 0

received by publlc officers empowered to draw up such

instruments at the place where the Instrumenl was

written and with tha requisite formalifes. =

d )6 SIS NN DINC
ol G The sinatursshal e based

on & cortificata that fs permanently verifable. A (Act n *2000-230 of 13 March 2000) [t may be drawn e e T mmﬂm....m%.:. —}ﬂlﬂlﬂi_m,. Er e e
e dcament e e t i st v vk | e (@S- M @ | B | ¢ Gir FODEAD



Kesimpulan

Instans| Terkalt Hukum:

+ Database Badan Hukum

+ Database Daftar Perusahaan
+ Datahase NPWP

+ Databasa Kepallitan

« Selayaknya Digital !D harus harmonis antara Database
Kependudukan dengan Database Badan Hukum

o Mengapa Digital-ID berjalan secara linear dan kurang
saling terintegrasi (e-KTP, e-Passport & INAFIS), dan
terkesan menafikan e-ID private yang telah ada ?

o Mengapa tidak ada Public Repository Document ?

o Mengapa sektor tidak membuka diri kepada Kemkominfo
+ Lemsaneg untuk menjamin perlindungan dan
akuntabilitas sistem elektronik ?

_ uthrutn;

verlﬁkasu D
Physicall +  Pembacaan : : i . .
ap;)’ J :C o : Pz:\andatanganan (Signing) « Kita perlu bicarakan hal tersebut lebih jauh dalam kajian
. Stempel (time stamplng & seal i i
e csione - S {reglstemngams::l;w — keautentikan dokumen public dalam adm pemth dan
perselujuan ybs - Pelaporan (reporting & sending authentic e- pe|ayanan pUth mendatang.

copy)

Capacity Building:
Indonesia Sentra

+ Mata
melambangkan
wawasan

« Senyum
melambangkan
optimisme

+ Lampu
melambangkan
HKI1

+ Chip
melambangkan
penguasaan ICT

« Indonesia Sentra
Geografis Dunia

Attachment :

. ofarm G
Transaks! O lekironlk

&=




Protokol Notaris Konvensional

Elektronlk

o Protokol Notaris terdiri atas:

a. minuta Akta;

b. bulu daftar akta atau repertorium;

c. buku daftar akta di bawah tangan yang
penandatanganannya dilakukan di
hadapan Notaris atau akta di bawah
tangan yang didaftar;

d. buku daftar nama penghadap atau
klapper;

e. buku daftar protes;

f. buku daftar wasiat; dan

g. buku daftar fain yang harus disimpan oleh
Notaris berdasarkan ketentuan peraturan

+  Segel/Seal => Cap Notaris

+  Duty stamp

+ The form and format determined by a
certain deed of Law => Bentuk dan
format akta tertentu di tentukan oleh UU

Protokol

*  Paper Document <=5 Fjrst original copy
*  Electrenic Notary JSurnal (jog-bookflist of
deeds or any information)

electronic notary seal

*  electronic stamping

certain format of e-document determined
Dy law & regulations

o
ELECTRONIC

szc.un'ié' f




